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MOTTO 
 
َاِذإَو  َجَىَۡعد ُةيُِجأ ٌۖ ةيَِسق يِّ ِئَف يَِّْع يِداَثِع ََلَىأَسٱ ِعاَّدى  ٌُِۖ اََعد َاِذإ
 َُ ُودُشَۡسي ٌۡ ُهَّيََعى ِيت ْاُىْ ٍِ ُۡؤيۡىَو يِى ْاُىثيَِجتۡسَيۡيَف٦٨١  
 
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 
perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu 
berada dalam kebenaran. (Q.S. Al-Baqarah : 186) 
 
Orang yang cerdas adalah orang yang menenggelamkan dirinya dalam buku dan 
realitas sosial ( Karl Marx ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ه Lam L El 
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
و Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
ء 
Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
    
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتم Kataba 
2. سمذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
xi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيم Kaifa 
2. هىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هاق Qāla 
2. ويق Qīla 
3. هىقي Yaqūlu 
4. يٍز Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هافطلأا حضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ححيط Ṭalḥah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّْتز Rabbanaa 
2.  َه ََّصّ Nazzala 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ها. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
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yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجّسىا Ar-rajulu 
2. هلاجىا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ومأ Akala 
2. ُورخأت Taꞌkhużūna 
3. عْىا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
xiv 
 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 محمداٍ وهىسزارإ  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بز للهدَحىا
ِيَىاعىا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 ىهى الله ُإو
ِيقشاسىاسيخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 وينىا اىفوأف
ُاصيَىاو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Aditya Pratama, NIM: 142.111.118, “Analisis Penerapan Akad 
musya>rakah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI 08/IV/2000 Tentang 
Pembiayaan musya>rakah Studi Kasus di KSPPS BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera”.  
Berdirinya BMT karena adanya tujuan utama untuk meningkatkan 
perekonomian syariah dalam masyarakat. Dari BMT itu mendorong 
perekonomian yang terbebas dari unsur riba sesuai prinsip-prinsip ekonomi 
syariah pada setiap transaksinya. KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dari 
masyarakat yang membutuhkan. Ini tentunya berbeda dengan bank konvensinal 
yang mendasarkan menghimpunkan dana dan menyalurkan dana. Dengan tidak 
mengunakan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan di KSPPS BMT 
Kube Colomadu Sejahtera, yaitu musya>rakah. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui kesesuaian antara akad pembiayaan musya>rakah dengan Fatwa DSN-
MUI No 08/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah.  
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
mengunakan sumber data primer dari wawancara langsung dengan kepala 
manager, kabbag pembiayaan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Analisis 
dalam pembahasanya adalah analisis deskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad musya>rakah di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan dengan fatwa  DSN-
MUI No 08/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah. Dimana dari hasil 
wawancara seperti ijab dan qobul dilakukan di awal perjanjian, mengunakan 
sistem bagi hasil sesuai dengan fatwa dan terdapat jaminan ketika melakukan 
suatu pembiayaan. 
Kata Kunci : Akad, pembiayaan, musya>rakah.  
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ABSTRACT 
Aditya Pratama, NIM: 142,111,118, "An Analysis of Application 
ofmusyarakahin DSN MUI Perspective 08 / IV / 2000 concerning musyarakah, 
Case Study in KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera". 
The establishment of BMT because of the main objective to improve the 
Islamic economy in society. From the BMT itself, it encourages an economy free 
from the element of usury in accordance with the principles of Islamic economics 
in each of its transactions. KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera is a financial 
institution that collects and distributes from people in need. This is certainly 
different from the conventional bank, which bases raising funds and channeling 
fund without using sharia principles. One of the financing products at KSPPS 
Colomadu Sejahtera BMT Kube, namely musyarakah. This study was conducted 
to determine the suitability of the financing agreement between the DSN-MUI 
Fatwa No. 08 / IV / 2000 concerning financing for the musyarakah. 
This research is a descriptive qualitative  study using primary data sources 
from direct interviews with the head of manager, KSPPS financing department 
BMT Kube Colomadu Sejahtera. The analysis in the discussion was descriptive 
analysis. 
The results of this research indicate that the application of the contract 
agreement in KSPPS Colomadu Sejahtera BMT Kube is in accordance with the 
DSN-MUI fatwa No. 08 / IV / 2000 concerning financing for musyarakah. Where 
the results of interviews such as ijab and qobul are conducted at the beginning of 
the agreement, using a profit sharing system in accordance with the fatwa and 
there are guarantees when making a financing. 
Keywords: Contract, financing, musyarakah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank Islam adalah bank yang beroprasi tanpa mengandalkan bunga. 
Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan 
yang oprasional dan produknya di kembangkan berlandaskan Al-Quran dan 
Hadis Nabi SAW. Syafi‟i Antonio dan Purwaatmaja membedakanya menjadi 
dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroprasi dengan prinsip 
syariah islam. Bank islam adalah bank yang beroprasi dengan prinsip syariah 
Islam dan tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-
Qur‟an dan Al-Hadis. Adapun bank yang beroprasi sesuai prinsip syariah 
Islam adalah bank yang dalam beroprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan 
syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara 
islam.
1
 
  Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang 
mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) islam. Menurut Schaik, 
bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada 
hukum islam yang sah, di kembangkan pada abad pertama islam, mengunakan 
konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan uang 
berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank 
syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 
                                                             
1
 Asro Kholid, ”Fiqh Perbankan” ( Bandung : Pustaka Setia 2011 ) hlm, 53 
2 
 
dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang 
yang beroprasi dengan prinsip-prinsip syaria. Dengan perkataan lain, Bank 
syariah adalah lembaga keuangan yang beroprasi tanpa mengandalkan 
bungayang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam 
lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya sesuai 
dengan prinsip syariah.
2
 
Musyara>kah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti 
mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal lain 
sehingga tidak dapat dipisahkan.
3
 Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan 
PSAK No. 106 mendefinisikan musyara>kah sebagai akad kerjasama antara 
dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan 
kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi dana. 
Menurut Kasmir, pegertian musyarakah yaitu merupakan akad kerjasama 
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, pembiayaan 
dilakukan atas dasar gotong royong/kebersamaan.
4
 
Pihak-pihak yang terkait yaitu bank dan nasabah. Sebagian dana 
disediakan oleh bank dan sebagian lain disediakan oleh nasabah sesuai 
dengan kesepakatan. Jadi, musyara>kah adalah suatu perjanjian dua orang, 
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3
 Wikipedia, “Musyarakah” (Online), https://id.m.wikipedia.org/wiki/musyarakah, 
diakses pada tanggal 13 Juli 2017.  
4
 Hamidi, “Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank 
Muamalat Indonesia, Jurnal Measurement, Vol. 8, No. 3, 2014, hal. 34-35.  
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pihak bank dan nasabah, dengan menyerahkan dana sesuai kesepakatan, 
sehingga apabila ada kerugian atau terjadi risiko-risiko yang dihadapi, 
ditanggung sesuai dengan kontribusi dana yang dihadapi, ditanggung sesuai 
dengan kontribusi dana yang diserahkan masing-masing pihak. Sehingga 
rukun dari musyara>kah (syirk>ah) yaitu sighah (ijab-kabul/serah-terima); dua 
pihak yang berakad (bank dan nasabah); dan objek akad.
5
 
Bmt Kube Colomadu Sejahtera merupakan salah satu Bmt yang 
mengunakan pembiayaanmusyara>kahuntuk memudahkan masyarakat dalam 
kegiatan ekonomi. Tak hanya itu, Bmt Kube Colomadu Sejahtera berupaya 
untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor yang potensial, seperti usaha 
sablon kaos, industri, sehingga dana yang diamanahkan masyarakat 
berkembang menjadi lebih baik. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud melakukan 
penelitian lebih mendalam pada akad pembiayaan musyara>kah di KSPPS 
BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dengan judul ANALISIS 
PENERAPAN AKAD MUSYARA>KAH DALAM PERSPEKTIF FATWA 
DSN MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYAR>AKAH (Studi 
kasus di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. 
 
 
 
 
                                                             
5
Ibid,..56 
4 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu: 
1. Bagaimana penerapan akad Musyara>kah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera Colomadu? 
2. Apakah akad Musyara>kah di KSPPS BMT Kube  Colomadu Sejahtera 
sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV Tentang 
Musyara>kah ? 
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui Kesesuaian penerapan akad musyara>kah dengan 
Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyara>kah. 
2. Untuk mengetahui penerapan akad musyara>kah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera 
D. Manfaat Umum 
1. Penelitian ini diadakan guna memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 
bagi semua masyarakat dan mahasiswa. 
2. Menambah wawasan dan pemahaman bagi pembaca dan diharapkan 
dapat dijadikan referensi bagi pembaca. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pokok 
permasalahan yang dibahas bagi para pembaca. 
 
 
 
5 
 
E. Kerangka Teori 
Dalam melaksanakan penelitian, peneliti perlu menyusun kerangka 
pemikiran mencakup konsep tahap-tahap penelitian berdasarkan pemikiran 
penulis. Akad secara lughowi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, 
pertalian, permufakatan (al-ittifaq). Sedangkan secara istilah, akad adalah 
pertalian ijab dan kobul dari pihak-pihak yang menyatakan ke hendak, sesuai 
dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap 
obyeknya.
6
 
Akad musyara>kah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang 
mengikatkan diri untuk bekerjasama, dimana masing-masing pihak 
mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang di 
kelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan akad 
mudlarabah, dengan prosentase tertentu: keuntungan dibagi bersama, 
demikian juga kerugian ditanggung bersama.
7
 
Pembiayaan erat hubungannya dengan kepercayaan. Dimana, terdapat 
perjanjian antara satu orang dengan orang lain untuk menyerahkan nilai 
ekonomi (sejumlah uang) guna tujuan tertentu dalam batas waktu dengan 
mengharap keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan menurut UURI No. 21 
tahun 2008 tentang Bank Syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah 
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi 
                                                             
6
Affandi Yazid, “Fiqh muamalah :Dan implementasinya di lembaga keuangan 
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bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
8
 Jadi pembiayaan 
dapat juga disebut dengan pinjaman dana yang dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  
Kemudian fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV2000 Tentang 
Musyarakah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak 
memberikan kontribusi dana atau modal dengan ketentuan keuntungan di 
bagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian di tanggung bersama. 
Di dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan di antaranya : 
1. Pernyataan ijab dan Qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. 
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
4. Biaya Operasional Dan Persengketaan 
F.  Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian, penulis sebelumnya melakukan kajian 
terhadap pustaka tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan 
dengan topik yang akan diteliti, terdapat beberapa karya tulis terkait dengan 
pelaksanaan dan bagi hasil produk pembiayaan, diantaranya: 
Skripsi karya Afifah Tri Sukmawati yang berjudul “Sistem 
Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah di BMT Al-
Ikhlas”. Skripsi ini memfokuskan pada sistem pelaksanaan pembiayaan 
musyarakah di BMT Al-Ikhlas sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, 
                                                             
8
 Erni Susana, “ Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada 
Bank Syariah”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 3, 2011, hal. 467. 
7 
 
perhitungan, dan penentuan bagi hasil di BMT Al-Ikhlas yang menggunakan 
metode profit and loss sharing.
9
 
Skripsi karya Aswad Addu Ali Humad Al Alim yang berjudul 
“Analisis Prosedur Pembiayaan dan Dampaknya Terhadap Kepuasaan 
Nasabah (Studi Kasus di BMT Tumang, BMT Anda, BMT Al Ishlah di Kota 
Salatiga)”. Skripsi ini memfokuskan pada prosedur pembiayaan secara 
umum, pengaruh prosedur, dan kepuasan nasabah di BMT Tumang, BMT 
Anda, dan BMT Ishlah.
10
 
Skripsi karya Widiyanto yang berjudul “Praktek Bagi Hasil dalam 
Investasi Mudharabah di BMT Tumang Boyolali”. Skripsi ini memfokuskan 
pada cara pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan ada beberapa prosedur 
yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada penyelesaian praktek 
bagi hasil investasi mudharabah di BMT Tumang.
11
 
Tugas Akhir karya Laela Mukaromah yang berjudul “Analisis 
Pembiayaan Musyara>kah di BMT Tumang Cabang Cepogo”. Tugas Akhir ini 
memfokuskan pada prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Tumang 
Cabang Cepogo dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir 
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 Afifah Tri Sukmawati,” Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk 
Musyarakah di BMT Al-Ikhlas”, Skripsi, Yogjakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi , UIN 
Sunan Kalijaga,2014. 
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 Aswad Addu Ali Humad Al Alim,“Analisis Prosedur Pembiayaan dan Dampaknya 
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11Widiyanto,“Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah di BMT Tumang 
Boyolali”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2006. 
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risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan musyarakah di BMT Tumang 
Cabang Cepogo.
12
 
Tugas Akhir karya Ulfatu Rosyidah yang berjudul “Evaluasi Sistem 
Pengendalian Intern Pembiayaan Musyara>kah Di KJKS BMT Tumang 
Cabang Cepogo”. Tugas Akhir ini memfokuskan pada prosedur dan sistem 
pengendalian intern yang diterapkan untuk pengendalian terhadap 
pembiayaan musyarakah di BMT Tumang Cabang Cepogo.
13
 
Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya pandangan penulis 
berbeda dengan fokus penelitian terdahulu. Jika di lihat dari segi persamaan 
peneliti di atas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi akad penerapan 
pembiayaan musyarakah.Tetapi peneliti di atas belum ada yang membahas 
terkait dengan penyesuaian akad musyara>kah. Maka penulis tertarik untuk 
membahas Anaisis Penerapan Akad Musyara>kah dalam perspektif Fatwa 
DSN-MUI No.08/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Musyara>kah Studi 
Kasus di Bmt Kube Colomadu Sejahtera.  
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G.  Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan yaitu dengan penelitian lapangan yaitu 
dengan mempelajari, meneliti dan mencari data secara langsung di 
lapangan.
14
 
2. Sumber Data 
a. Primer 
Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh dari sumber asli, tidak melalui perantara Sekunder.
15
 
Merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara tidak 
langsung melalui media perantara.
16
 
b. Sekunder 
Penulis memperoleh data sekunder ini dari kepustakaan yang 
berkaitan dengan materi yang dibahas, baik berupa buku-buku, 
jurnal, dan artikel dan artikel dan dari sumber lain yang berkaitan 
dengan Musy>arakah.  
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 Sunarno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada MLM 
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3.  Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan langsung di kantor KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera. Jln Adi Sumarmo 200. Gawanan, Colomadu, Kab. 
Karanganyar 57175. 
H.  Teknik Pengumpulan Data  
 1.  Wawancara  
Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang di lakukan 
setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, 
di mana arah pembicaraan mengaju kepada apa yang di tetapkan.
17
 
Wawancara dengan Kabbag Pembiayaan Rohmad Arosyid dan Manager 
Wahyu Setyorini  di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
2.  Metode Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan 
menganalisis data berupa dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar dan 
elektronik. 
3. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis 
deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat 
pencandraan(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian. 
Dengan metode analisis induktif yaitu berangkat kasus- kasus bersifat 
khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan 
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menjadi definisi yang bersifat umum. Karena data yang diwujudkan 
dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan 
atau uraian deskriptif analisis.
18
 
I.  Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam 
pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi 
dalam lima bab yang setiap bab memiliki kaitan antara yang satu dengan 
yang lainnya. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut  
 BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan menyajikan 
tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan  pustaka, metode penelitian, sistematika 
pembahasan. 
BAB II LANDASAN TEORI, Merupakan kerangka teori atau landasan 
teori yang mendasari penelitian. Bab ini membahas tentang Pengertian 
Pembiayaan, Akad musyara>kah,yang meliputi dasar hukum, rukun 
musyara>kah, syarat musyarakah, ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang musyara>kah. 
BAB III AKAD PEMBIAYAAN MUSYAR>AKAH DI KSPPS 
BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, dalam bab ini membahas tentang : 
Gambaran umum Tentang BMT Kube Colomadu Sejahtera Cabang 
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Sumadi Suryabrata,  Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. 
XI,hlm.18. 
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Colomadu, mekanisme pelaksanaan akad musyara>kah di BMT Kube 
Colomadu Sejahtera. 
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP 
PEMBIAYAAN MUSYAR<AKAH  DI BMT KSPPS KUBE COLOMADU 
SEJAHTERA, berisi tentang analisispenerapan akad musy>arakah dalam 
perspektif DSN MUI NO 08/IV/ 2000 Tentang Pembiayaan musyarakah studi 
kasus di BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
BAB V PENUTUP, sebagai penutup dari keseluruhan skripsi ini penulis 
menyajikan atas tiga sub bab, yaitu :kesimpulan, saran-saran danpenutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYA>RAKAH 
 
A. Pengertian Akad 
Kata „aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. 
Jamak dikatan „aqadah al-habla maka itu menggabungkan antara dua 
ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang 
bersifat hiss (indra) kepada ikatan yang tidak nampak antara dua ucapan  
dari kedua belah pihak yang sedang berdialog.
1
 
Menurut istilah Fuqohah ialah perikatan antara ijab dan kobul 
secara yang di syariatkan agama nampak, bekasnya pada yang di aqadkan 
itu.
2
 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ) aqad adalah 
kesepakatan antara ke dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan 
atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum islam 
(Jumhur Ulama ) memberikan definisi aqad adalah pertalian antara ijab 
dan qobul yang di benarkan oleh Syara‟ yang menimbulkan akibat hukum 
terhadap objeknya.
3
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B. Rukun dan Syarat Aqad 
Dalam melaksanakan suatu perikatan islam harus memenuhi rukun 
dan syarat yang sesuai dengan hukum islam. Pendapat ulama mengenai 
rukun dan syarat dalam islam beraneka ragam.
4
 Namun, sebagian besar 
ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat perikatan islam adalah sebagai 
berikut: 
1. Al- ‘Aq>idain ( Subjek Perikatan ) 
Al-‘Aq>idain adalah para pihak yang melakukan aqad sebagai suatu 
perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada bentuk 
al-aqidain yaitu manusia dan badan hukum.
5
 Dalam ketentuan islam, 
manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut dengan Mukallaf. 
Diterangkan dalam Enslikopedi Hukum Islam bahwa orang Mukallaf 
adalah  
“Orang yang telah mampu bertindak hukum, baik yang 
berhubungan dengan perintah Allah SWT. Maupun dengan 
larangannya. Seluruh tindakan mukallaf harus dipertanggung 
jawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT. Maka ia 
mendapat imbalan pahala dan kewajibanya terpenuhi, sedangkan apa 
bila ia mengerjakan larangan Allah SWT. Maka ia mendapat risiko 
dosa dan kewajiban belum terpenuhi.”6 
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 Gemala dewi, Dkk Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2005 ), 
hlm, 94. 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat 
menjadi subjek perikatan menurut Hamzah Ya‟cub adalah sebagai 
berikut: 
a. ‘Aq>id, yaitu orang yang harus berakal sehat. 
b. Tamyi>z,yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk. 
c. Mukhta>r,yaitu orang yang bebas dari paksaan. 
d. Ba>lig,yaitu orang yang telah dewasa, mengerti baik dan buruk.7 
2. Ma’qud ‘Alaih (objek per ikatan) 
Objek perikatan dalam islam dikenal dengan istilah Ma’qud ‘Alaih. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Ma’qud ‘Alaihadalah 
sebagai berikut: 
a. Objek perikatan telah ada ketika aqad di langsungkan. 
Objek suatu perikatan disyariatkan telah ada ketika aqad 
dilangsungkan. Hal ini disebabkan, bahwa sebab hukum dan akibat 
aqad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. 
Tetapi ada pengecualian pada aqad tertentu, seperti salam, 
Istishna’, dan musa>qahyang objeknya diperkirakan akan ada di 
masa yang akan datang. 
b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah 
Objek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang 
dihalalkan oleh syari‟ah untuk ditransaksikan. 
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c. Objek dapat diserahterimakan 
Objek yang tidak dapat diserahterimakan adalah objek yang 
tidak dibenarkan oleh syara‟. Seperti burung di udara. Ikan di laut. 
Objek ini harus dapat diserahterimakan secara nyata ( untuk benda 
berwujud ) atau dapat dirasakan manfaatnya ( untuk berupa jasa )
8
 
3. Tujuan Perikatan  
Tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut 
Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar aqad 
dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut: 
a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas 
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya 
pelaksanaan akad. 
c. Tujuan akad harus dibenarkan syara. 
4. Shi>ghat al-aqad 
Pada rukun yang keempat ini, shi>ghat al-aqad adalah berupa 
ijab dan qobul. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus 
memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar 
memiliki akibat hukum.
9
 
a. Jala’ulma’a>na>,yaitu tujuan yang tergantung dalam pernyataan itu 
jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 
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2) Tawa>fuq,yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qobul. 
3) Jazmul ira>dataini, yaitu antara ijab dan qobul menunjukkan 
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. 
C. Asas-Asas Berakad Dalam Islam 
Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang 
mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad 
baik, sedangkan dalam hukum islam juga mengenal asas-asas hukum 
perjanjian, yaitu sebagai berikut
10
: 
a) Al-H}urriyah( Asas kebebasan ) 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian 
islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian 
akad (freedom Of making contract ). Bebas dalam menentukan obyek 
akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, 
serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian 
sengketa terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam 
islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam
11
. 
b) Asas Iba>hah 
Asas ini merupakan asas umum dalam hukum islam. Kepadanya 
berlaku kaidah fiqh : 
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 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 
Syariah, ( Yogyakarta : UII Press, 2012 ), Hal,. 49 
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“Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada 
dalil yang melarangnya
12”. 
c) Asas konsensualisme  
Asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian 
cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu 
dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. 
d) Asas “Janji itu mengikat” 
Bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak 
dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah mengikatnya. 
e) Asas Keseimbangan 
Hukum perjanjian islam memandang perlu adanya 
keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara 
apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan 
dalam memikul resiko
13
. 
f) Asas kemaslahatan  
Bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk 
mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan 
kerugian dan keadaan yang memberatkan
14
. 
 
 
                                                             
12
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan 
syariah, ( Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009 ), hal. 47. 
13
 Ibid,. Hal 48 
14
 Ibid,. Hal 49 
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g) Asas Amanah  
Masing-masing pihak yang melaksanakan akad haruslah 
beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak 
dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. 
h) Asas keadilan 
Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak 
untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan 
keadaan, dan memenuhi semua kewajibanya. Akad harus senantiasa 
mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh 
mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
15
 
i) Tertulis (Al-Kita<bah) 
Para pihak yang melakukan sebuah perjanjian dianjurkan akad 
tersebut dibuat secara tertulis, terutama untuk transaksi dalam bentuk 
tidak tunai (kredit), hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Quran 
surat Al-Baqarah 282-283.
16
 
                      
               
                       
                                                             
15
 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 
Syariah, ( Yogyakarta : UII Press, 2012 ), Hal,. 50 
 
16
 Faturahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah(Jakarta : Sinar Grafika : 2013 ).,hlm. 27. 
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                       
                      
                    
                  
                 
                    
                 
               
                         
                       
    
Artinya : “282.Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah 
akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
21 
 
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu.283. jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. 
 
D. Pengertian Pembiayaan 
Bank merupakan badan usaha yang kegiatanya menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.
17
 Istilah pembiayaan pada 
dasarnya lahir dari pengertian I Belivie, I trust, yaitu „Saya Percaya” atau 
saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang artinya 
kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada 
                                                             
17
 Burhnuddin susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia(Jakarta : Sinar Grafika, 
2012 )., hlm. 17. 
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seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada bank selaku 
shohibul maal.18 
Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus 
disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling 
menguntungkan bagi kedua belah pihak.
19
  Berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 
Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
20
 
E. Unsur-unsur Pembiayaan 
Adapun unsur-unsur  dalam pembiayaan yaitu: 
1) Adanya dua pihak atau lebih, sebagai pemberi dan penerima 
pembiayaan. 
2) Unsur kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi pembiayaan bahwa 
penerima pembiayaan akan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan 
kesepakatan. 
3) Kesepakatan yaitu perjanjian antara para pihak. 
                                                             
18
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori (Jakarta : Bumi 
Aksara ) 2010., hlm. 698. 
19
 Ibid..hlm, 699 
20
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
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4) Jangka waktu yaitu masa untuk mengembalikan pinjaman yang 
disepakati. 
5) Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 
menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan. 
6) Balas jasa atau bagi hasil atau margin yaitu keuntungan atas pemberian 
pinjaman. 
F. Tujuan Pembiayaan 
Tujuan dari pembiayaan yaitu untuk mencari keuntungan dari usaha 
yang dikelola oleh peminjam; membantu peminjam dalam menjalankan 
usahanya; dan membantu pemerintah dalam pembangunan diberbagai 
sektor. 
Ada beberapa jenis dari pembiayaan yaitu: 
a) Pembiayaan dilihat dari kegunaannya, yaitu: 
 a. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan guna perluasan usaha, 
pembangunan proyek, atau keperluan rehabilitasi. 
 b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan guna peningkatan 
produksi. 
b) Pembiayaan dilihat dari tujuan, yaitu: 
a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan guna memenuhi 
kebutuhan konsumsi, misal membeli barang. 
b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan guna memenuhi kebutuhan 
produksi, seperti usaha ternak dan pertanian. 
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c. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan untuk perdagangan 
seperti membeli barang dagangan. 
c) Pembiayaan dilihat dari jangka waktu, yaitu: 
a. Pembiayaan Jangka pendek, yaitu pembiayaan jangka waktu maks. 1 
tahun. 
b. Pembiayaan Jangka Waktu Menengah, yaitu pembiayaan jangka waktu 
>1 tahun sampai 3 tahun. 
c. Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan jangka waktu >3 
tahun. 
d. Pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali. 
d) Pembiayaan dilihat dari jaminan, yaitu: 
a. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan diberikan dengan suatu 
jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud, tidak berwujud, atau 
jaminan orang. 
b. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan diberikan tanpa jaminan 
barang atau orang tertentu, pembiayaan diberikan atas dasar loyalitas, 
prospek usaha, nama baik calon peminjam.
21
 
G.Musy>arakah 
1. Pengertian Musy>arakah 
 Secara bahasa kata syirkahberartipercampurandan persekutuan. 
22
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di dalam pasal 20 ayat (3), 
                                                             
21
 Muchlisin Riadi, “Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Jenis Pembiayaan” (Online), 
https://www.kajian pustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-jenis-pembiayaan.html?m=1, diakses 
pada tanggal 13 Juli 2019.  
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syirkah (Musy>arakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 
hal permodalan, keahlian dan kepercayaan untuk mengelola suatu usaha 
tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah ysng telah di 
sepakati oleh kedua belah pihak.
23
 
 Menurut Ulama Hanafiah, syirkah secara istilah adalah 
pengabunggan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang 
berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.
24
 
 Al-Musy>arakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan 
kerugianya ditanggung sesuai kontribusi modal yang diberikan.
25
 
2. Dasar Hukum 
Akad Syirkah diperbolekan oleh menurut ulama Fikih, berdasarkan 
Al-Qur‟an dan hadist. 
a. Al-Qur‟an 
QS. Shaad (38): 24 
                                                                                                                                                               
22
 Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, Fiqh Muamalat., hlm.63. 
23
 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah., hlm. 19. 
23
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, ( Jakarta: Gema 
Insani   Press, 2001), hlm.90. 
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                    
             
                  
  
Artinya:” Daud berkata, "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 
kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan 
Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta 
ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”26 
 
QS. An Nissa‟ (4): 12 
 …   … 
“…Maka mereka berserikat pada sepertiga…” 
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b. Hadist Rosul 
Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipratikkan 
selama masa Rosulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhinya 
dalam menjalankan metode ini. Rosulullah tidak melarang 
bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan 
metode ini. 
1) Imam Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari 
Nabi SAW bersabda: 
 
 :مّلَسَو ًِ ِيَلَع للها ىّلَص للها ُلىُسَر َلاق :لاق ًُ ِىَع ًُ َّللا َيِضَر َةرِيَرٌُ  بيَأ ِهَع
 ارإَف ،ًُ َبِحاَص اَمٌُ ُذَحَأ ِهُخَي ِمَل اَم ِهِيَكِيِرَّشلا ُثِلاَث اوَأ :لىاعَت ًُ َّللا َلاَق"
 "اَمِهِىِيَب ِهِم ُتِجَرَخ َناَخ 
 َدُواد ىبأ ُياَوَرُمِكاَحْلا ًُ َحّحَصَو  
 
“AKU adalah pihak ketiga(Yang Maha Melindungi) dari 
duaorang yang melakukan syirkah, selama salah seorang 
diantara mereka tidak berkhianat pada perseronya. Apabila 
ada diantara mereka berkhianat, maka AKU akan keluar 
dari mereka (tidak melindungi).
27
 
Hadist diatas mengandung pengertian bahwa Allah akan 
menolong kemajuan Musya>rakat tersebut selama pihak-pihak 
                                                             
 
27
 an-Nabhani ,Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif 
Islam, (An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam) diterjemahkan oleh Maghfur Wachid, (Surabaya: 
Risalah Gusti, 1996), hlm. 154. 
28 
 
yang terlibat didalamnya mereka bersikap amanah, jujur, dan 
ikhlas. Akan tetapi manakala timbul penghianatan diantara 
mereka maka Allah mencabut kemajuan perserikatan 
tersebut.
28
 
 
3. Rukun dan Syarat 
Rukunsyirkahdiperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama 
Hanafiyah bahwa rukun syirkahhanya ijab dan kabul (shi>ghat) sebab 
ijab dan kabul menentukan adanya syirkah. 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, 
yaitu ijab dan qabul (shi>ghat), dua orang yang melakukan transaksi 
(‘aq>idan), dan objek yang ditransaksikan (al-ma’qud ‘alaih).29 
a. Ijab dan qabul (shi>ghat), yaitu ucapan yang keluar dari dua pihak 
yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk 
melaksanakannya. 
b. ‘Aq>idain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak 
sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi 
keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aq>d), 
yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk 
membelanjakan hartanya. 
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c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Objek syirkah bisa 
berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. 
Tidak boleh berupa harta terhutang atau harta yang tidak diketahui 
karena tidak dapat dijalankan sebagaimanayang menjadi tujuan 
syirkah, yaitu mendapat keuntungan.
30
 
 
Syarat-syarat Syirkah: 
1) Orang yang melakukan syirkah  sudah baligh, berakal sehat dan 
merdeka. 
2) Pokok maupun modal harus jelas. 
3) Orang yang melakukan syirkah harus mencampurkan kedua hartanya 
(sahamnya ) sehingga tidak bisa di bedakan satu dengan lainya.
31
 
4. Macam-macam Syirkah 
  Ada dua jenis Syirkah atau Syarikah yaitu syaritulamla>k (yang 
bershifat non-contractual) dan syirkatul ‘Uqu>d (yang bershifat kontraktual). 
a. Syirkahamla>k (perserikatan dalam kepemilikan) 
Syirkahamla>k adalah syirkah yang terjadi buakn karena akad, tetapi 
karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijba>ri>). Oleh karena itu, 
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Syirkahamla>k dibedakan menjadi dua: Syirkahamla>kikhtia>ri> dan 
Syirkahamla>kijba>ri>.32 
1. Syirkah amla>k-ikhtia>ri> 
  Syirkah ikhtia>ri antara lain terjadi dalam hal akad hibah 
dan wasiat dan pembelian. Contohnya ada seseorang 
menghibahkan/memberikan sejumlah uang kepada dua orang siswa 
sekolah mengah yang kehabisan ongkos; maka uang tersebut menjadi 
milik dua siswa tersebut secara bersama (kepemilikkan uang secara 
syirkah) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syirkah amla>k, 
kepemikikan bersama merupakan dampak dari hibah, wasiat, atau 
 yang lainnya yang didalamnya tidak terkandung akad wakalah.33 
 2.Syirkahamla>kijba>ri> 
    Syirkahamla>kijba>ri> yaitu perserikatan yang muncul secara   
paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi 
mereka berdua atau lebih tanpa di kehendaki oleh mereka, seperti 
harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. 
Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang 
memiliki hak warisan.
34
 
    Menurut para fuqaha, hukum kepemilikan syirkah amlak 
 disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bershifat sendiri-
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 sendiri secara hukum. Artinya seorang tidak berhak untuk 
menggunakan atau menguasai milik  mitranya tanpa izin dari pihak 
yang bersangkutan.
35
 
b.  Syirkah ‘Uqu>d 
  Syirkah ‘uqu>d atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan 
dalam dunia uasaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja 
dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu 
kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam 
menangung risiko. Keuntungan dalam syirkah ‘uqu>d dibagi dalam porsi 
yang disepakati didepan, sedangkan kerugian ditanggung secara 
proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing 
pihak.
36
 
  Kerja sama syirkah dapat dilakukan secara verbal, tetapi 
dilanjutkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi perselisihan 
dan persengketaan bisnis.  
  syirkah ‘uqu>d merujuk kepada dua orang atau lebih melakukan 
akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya 
berupa keuntungan. syirkah ‘uqu>d terbagi kepada beberapa bentuk:37 
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 1. Syirkah al-‘ina>n 
 Syirkah al-‘ina>n adalah perjanjian kontrak antara dua pihak atau 
lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi 
kontribusi satu dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah 
pihak tersebut membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan atau 
kerugian tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau 
pekerjaan atau keuntungan . para fuqaha menganggap hal ini 
diperbolehkan.
38
 
 Tentang keuntungan, Ibn Qudamah berkata “Preferensi dalam 
profit diperbolehkan dengan adanya pekerjaan dengan pertimbanagan 
bahwa masing-masing mitra memiliki penegetahuan lebih baik dalam 
menejemen maupun enterpreneur ataupun segi tenaga apabila 
dibandingkan dengan yang lainnya. oleh sebab itu, pihak tersebut 
layak menerima keuntungan eksta dari kelebihannya itu. Sementara 
mazhab Maliki dan Syafi‟iyah menyetujui adanya pembagian 
keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi dana yang diberikan, 
karena keuntungan dalam pengkongsian ini akan kembali menjadi 
modal.
39
 
    2.   Syirkah al-mufa>wadhah 
Syirkah al-mufa>wadhah adalah persekutuan antara dua orang 
atau lebih dalam modal dan keuntugannya dengan syarat besar 
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modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan 
tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dengan setiap 
anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.
40 
  Kelompok Malikiyah dan Zaidiyah melegitiminasi bentuk 
syirkah ini sekalipun tidak sedikit pula fuqaha yang membatasinya. 
Menurut mereka unsur terpenting dalam bertindak hukum terhadap 
harta perserikatan adalah masing-masing pihak hanya boleh 
melakukan suatu transaksi apabila mendapatkn persetujuan dari 
pihak lain. apabila salah seorang melakukan tindakan hukum tanpa 
persetujuan pihak lain, transaksi tersebut tidak sah.
41
 
  Para pihak lain, ulama Malikiyah tidak membolehkan 
bentuk perserikatan al-al-mufa>wadhahseperti yang dipahami oleh 
ulama hanafiyah dan Zaidiyah karena menurut mereka, perserikatan 
tersebut baru dianggap sah apabila para pihak yang berserikatdapat 
bertindak secara mutlak tanpa harus meminta izin dari mitra 
serikatny. Adapun ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah berpendapat 
bahwa bentuk syirkahal-mufa>wadhahseperti yang ditawarkan 
Hafiyah dan Zaidiyah tidak boleh karena sulit untuk menentukan 
prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan, 
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disamping tidak didukung oleh dalil shahih yang rehabilitasnya 
tinggi.
42
 
3.  Syirkah Al-‘Amal 
  Syirkah al-‘amal yaitu kontrak kerja sama dua orang yang 
seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi 
keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua oarang 
arsitek untuk menyiapkan sebuah proyek, atau kerja sam dua orang 
penjahit untuk menerima order pembuatan pakaian seragam untuk 
sebuah kantor. Al-musya>rakah ini disebut juga musyarakah 
„abda>n/atau sama’i.43 
  Tentang hukumnya, Ulama malikiyah, hanafiah, hanabilah 
zaidiyah membolehkan syirkah ‘abda>n ini. Karena tujuan syirkah ini 
mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.
44
 
4.  Syirkah Wuju>h 
  Syirkah Wuju>h adalah kerja sama antara dua syarik atau 
lebih untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak 
menyertakan harta ( seperti dalam syirkah amwal) dan ketrampilan ( 
seperti syirkah ‘abda>n) sebagai modal usaha.45 Oleh kare itu, Syirkah 
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Wuju>h dilakukan atas dasar watsiqah al tujar (nama besar atau nama 
baik/kredibilitas bisnis) atau sah (kredibilitas bisnis/kepercayaan 
pembisnis lain kepada yang bersangkutan) yang dijadikan dasar 
terjadinya syirkah Syirkah Wuju>h; sedangakan keuntungan dibagi 
berdasarkan kesepakatan, sementara pihak yang menyertakan 
rehabilitas usaha tidak dibebani kerugian. 
46
 
  Sayid Sabiq memberikan defini Syirkah Wuju>h yaitu dua 
orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan 
semata berpegangan kepadanama baik dan kepercayaan para 
pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung 
jawab tanpa kerja dan modal.
47
 
5.    Keuntungan dan Kerugian 
 Perhitungan realisasi bagi hasil pada akad berbasis syirkah ini akan 
sangat bergantung pada realisasi hasil usaha atau bisni debitur yang 
dibiayai bank islam. Perhitungan ini tidak boleh didasarkan pada 
ekspetasi hasil usaha, atau presentase tertentu atas modal yang 
diberikan bank, atau pada nilai nominal tertentu.
48
 Para fuqaha berbeda 
pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. 
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keuntungan yang harus diketahui jumlahnya (quantiviable) 
didistribusikan sebagi berikut: 
a. keuntungan dibagikan secara proposional sesuai dengan kontribusi 
 modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau 
tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki dan Syafi‟i. 
b. keuntungan dapat berbeda di antara mereka apabila keuntungan ini 
 telah ditentukan dalam persyaratan kontak. Pendapat ini dianut 
 mazhab Hanafi dan Hambali.
49
 
 Adapun aturan yang mengatur kerugian, para fuqaha sepakat untuk 
menanggung kerugian diantara para mitra secara proposional dengan 
bagian dari masing-masing modal yang disebut sebagai “wadhi’ah” 
(kerugian). Menurut Ibn Qadamah kerugian merupakan tanggungan 
yang proposional dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung 
oleh Abu Hanifah, Syafi‟i, dan lainnya, dan hampir tidak ditemukan 
perbedaan pendapat tentang hal ini.
50
 
6.    Berakhirnya Syirkah 
 Meskipun pakar hukum diantaranya R. Setiawan menegaskan 
bahwa perikatan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian, akan tetapi 
yang dibahas dalam penelitian ini adalah Syirkah sebagai perikatan, 
yaitu perjanjian para syarik untuk melakukan syirkah dan disepakati 
bersama sehingga mengikat para syarik yang bersyirkah. 
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  Karena syirkah termasuk perikatan, maka berakhirnya syirkah 
dapat terjadi karena: 
 a. Berakhirnya jangka waktuyang disepakati dalam akad 
 b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu 
perjanjian  syirkah. 
 c. Salah satu pihak meninggal dunia. 
 d. Di antara pihak menyatakan menghentikan syirkah karena syarik 
lain  dinilai lalai melakukan prestasi.2 
 e. Karena keputusan hakim. 
 f. Tujuan perjanjian telah tercapai 
 g. persetujuan para pihak.
51
 
  Dalam hal ini penting untuk diketahui penjelasan pakar hukum 
Islam antara lain Fatchurrahman Djamil yang menyatakan bahwa 
berakhirnya akad/intiha‟ al-„aqd karena tiga hal: 
 a. Berakhirnya masa berlaku akad. 
 b. Dibatalnya akad oleh pihak-pihak yang berakad. 
 c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
52
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C. Fatwa DSN-MUI 
       Fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti 
atau alim ulamatentang suatu maslah.
53
Peranpentingdalam dikeluarkannya 
sebuah fatwa adalah  para ulama yang mengerti tentang hal syariat, dalam hal 
ini mengenai hukum-hukum muamalah. 
Landasan Syariah mengeluarkan fatwa 
1. Al-Qur‟an  
         ...... 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu.”(QS. An-Nisa’ [4]:176) 
 Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan 
aktivitas lembaga keuangan syariah. Berdasarkan SK Dewan Pimpinan 
MUI tentang Pembentukan Dewan  Syariah Nasional (DSN) No. Kep-
754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah 
mengeluarkan fatwa. 
a.  Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah memiiki beberapa 
 pertimbangan: 
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1) Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatakan 
dana lembaga keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat 
menyalurkan Pembiayaan dengan cara Musya>rakah yaitu 
pembiayaan dengan cara Musya>rakah yaitu pembiayaan 
berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan; 
2) Bahwa pembiayaan Musya>rakah yang memiliki keunggulan 
dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi 
keuntungan maupun risiko kerugian, kini telah dilakukan oleh 
lembaga keuangan syariah (LKS); 
3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsing-
prinsip syariah Islam, DSN-MUI memandang perlu 
menetapkan fatawa tentang musyarakah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 
2. Dasar Hukum 
a. Firman Allah, QS, Shad [38]: 24: 
...               
             ... 
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“…Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 
mereka ini…" 
b. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1: 
         … 
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu…” 
c. Hadist riwayat Abu Dawud dari Abu Hurayrahy, Rosulullah 
SAW berkata: 
  ًِ ِيَلَع للها ىّلَص للها ُلىُسَر َلاق :لاق ًُ ِىَع ًُ َّللا َيِضَر َةرِيَرٌُ  بيَأ ِهَع
 ،ًُ َبِحاَص اَمٌُ ُذَحَأ ِهُخَي ِمَل اَم ِهِيَكِيِرَّشلا ُثِلاَث اوَأ :لىاعَت ًُ َّللا َلاَق" :مّلَسَو
 "اَمِهِىِيَب ِهِم ُتِجَرَخ َناَخ ارإَف 
ا ًُ َحّحَصَو َدُواد ىبأ ُياَوَرُمِكاَحْل  
 
 “Allah SWT berfirman: „Aku adalah pihak ketiga dari dua 
orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak 
mengkhianatipihak yang lain. Jika salah satu pihak telah 
berkhianat, Aku keluar dari mereka.”(HR. Abu Dawud, 
yang dishahihkan oleh Al-hakim, dari Abu Hurayrah) 
 
d. Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy dari „Amr bin „Auf: 
  َىىُوِلِسُوْلاَو اّهاَزَح َُّلَحَأ ِوَأ ًلَلاَح َمَُّزَح اّحْلُص َُّلِإ َينِوِلِسُوْلا َيِيَب ْزِئاَج ُحْلُُّصلَا
 ِوَأ ًلَلاَح َمَُّزَح اًطِزَش َُّلِإ ِنِهِطوُزُش ىَلَعفىع يب وزوع يع يذهزتلا هاور( اّهاَزَح َُّلَحَأ ). 
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 Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 
mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali 
shulh yang mengaharamkan yang halal atau menghalakan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syrat-syrat 
mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidziy dari „Amr 
bin „Awf) 
e. Taqrir Nabi Terhadap kegiatan Musya>rakah yang dilakukan 
oleh masyarakat pada saat itu. 
f. Ijma‟ ulama atas kebolehan Musya>rakah. 
g. Kaidah fikih: 
 “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkann.   
2. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
Musya>rakah. Beberapa ketentuan: 
a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 
(akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 
2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat 
kontrak. 
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3) Akad dituangkan secara tertulis , melalui 
korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara 
komunikasi modern. 
b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut: 
1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan 
kekuasaan   perwakilan. 
2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, 
dan  setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset 
Musya>rakah dalam proses bisnis normal. 
4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang 
lain untuk mengelola aset dan masing-masing 
dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan 
aktivitas musyarakah dengan memperhatikan 
kepentingan mitranya, tanpa melakukan melakukan 
kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. 
c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
1) Modal 
a) Modal yang diberikan harus uang tunai, 
emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal 
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dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 
barang-barang, property, dan sebagainya. 
Jika modal berbentuk aset, harus terledih 
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati 
oleh para mitra. 
b) Para pihak tidak boleh meminjam, 
meminjamkan, atau menghadiahkan modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas 
dasar kesepakatan. 
c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan 
musyarakah tidak ada jaminan namun untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan, LKS 
dapat meminta jaminan. 
2) Kerja 
a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan 
merupakan dasar pelaksanaan Musya>rakah; 
akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah 
merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 
lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut 
bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 
b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam 
Musya>rakah atas nama pribadi dan wakil dari 
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mitranya. Kedudukan masing-masing dalam 
organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
3) Keuntungan 
a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas 
untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada 
waktu alokasi keuntungan atau penghentian 
Musya>rakah. 
b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proposional atas dasar seluruh keuntungan dan 
tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 
ditetapkan bagi seorang mitra. 
c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melibihi jumlah tertentu, kelebihan 
atau persentase itu diberikan kepadanya. 
d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang 
dengan jelas dalam akad. 
4) Kerugian 
kerugian harus dibagi di antara para mitra 
secara proposional menurut saham masing-masing 
dalam modal. 
d. Biaya Operasional dan Persengketaan  
1) Biaya Operasional dibebankan pada modal bersama. 
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2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika 
terjadi   perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakan melalui Musya>rakah. 54 
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 Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 
46 
 
BAB III 
AKAD PEMBIAYAAN  MUSYAR>AKAH 
DI KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA 
 
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
1. Profil KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera (KCS)  
BMT KCS merupakan koperasi simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah (KSPPS) yang beroperasional di Colomadu, 
Karanganyar. BMT ini telah memiliki anggota sebanyak 4581 orang. 
Keberadaannya diharapkan menjadi salah satu alternatif yang strategis 
dalam membangun dinamika perekonomian rakyat, khususnya bagi 
anggota dan masyarakat di Kecamatan Colomadu.
1
 
 Lembaga keuangan yang beroperasi sejak tanggal 1 Januari 
2006 ini bekerja sama dengan departemen sosial RI dan pusat inkubasi 
bisnis usaha kecil (PINBUK), menggarap masyarakat kecil dalam 
bentuk KUBE (kelompok usaha bersama) untuk bersama-sama 
memberdayakan dan mengingatkan kesejahteraan masyarakat dan 
anggotanya. Pergerakannya adalah mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan investasi dengan sistem syariah untuk meningkatkan 
kualitas ekonomi anggota/pengusaha kecil. BMT melaksanakan dua 
macam kegiatan yakni kegiatan bisnis (baituttanwil) sebagai kegiatan 
utama dan kegiatan sosial (baitul mal) sebagai kegiatan penunjang.
2
 
KSPPS BMT Kube Colomadu sejahtera berada di komplek ruko 
                                                             
1
 Profil lembaga keuangan syariah BMT Kube Colomadu sejahtera. 
2
 Ibid. 
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Colomadu Regency, jalan Adi Sumarmo no 200, Kec. Colomadu, Kab. 
Karanganyar, Jawa Tengah. BMT ini telah berbadan hukum sejak 
tanggal 7 Oktober 2006 dengan nomor badan hukum 180/518/43/ tahun 
2006. 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera juga memberikan 
layanan kepada anggota masyarakat mulai dari fungsi 
informasi/pendampingan, penyimpanan, penitipan, penyaluran 
pembiayaan, investasi dari para anggota, dan kegiatan lain dalam upaya 
memberikan layanan yang optimal sesuai kebutuhan angotanya.
3
 
2. Visi Misi dan Tujuan 
a. visi 
Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat dan terpercaya 
dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan 
yang adil, makmur dan sejahtera, material dan spiritual.
4
 
 b. Misi 
Mewujudkan:
5
 
1. Gerakan pembebasan anggota masyarakat dari belenggu rentenir, 
jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. 
                                                             
3
 Ibid. 
4
 Ibid. 
5
 Ibid. 
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2. Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan 
ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian 
yang makmur dan maju. 
3. Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang 
adil berkemakmuran berlandaskan ekonomi syariah dengan ridho 
Allah. 
c. Tujuan 
 Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6
 
3. Struktur Organisasi 
 Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
6
 Ibid. 
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a. Pengurus 
1. Ketua   : Suhardi, S.KM., M.Sc. 
2. Sekretaris  : Wawan Ridwan Muttaqin, A.Md. 
3. Bendahara  : Joko Partono, S.ST. 
b. Pengawas 
1. Kordinator  : Dr.H. A.R. Warsito, M.Pd 
2. Anggota  : Hj. Tri Wuryani, A.Md. 
3. Anggota  : Eni Setyowati, S.E., M.Si. 
c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
1. Koordinator : Dr. H. Istadiyantha, M.S. 
2. Anggota  : Drs. H. Fathurrohim, M.Ag. 
3. Anggota  : H. Lili Arif Jamaluddin, Lc. 
d. Pengelola 
1. Head Office/SPI : Ir. Eko Dewo Yuwono 
2. Manager  : Wahyu Setyorini, S.E. 
3. Accounting  : Aris Andi Riyanto, A.Md. 
4. Customer Service : Ria Trinawaningsih, A.Md. 
5. Kasir/Teller Pusat : Sri Purwanti, A.Md. 
6. Kasir/Teller Cabang: Alfiah Hidayati. 
7. Pembukuan  : Tri Winarni, A.Md. 
8. Kabag Marketing : Rohmad Arosyid, S.HI. 
Staff Marketing :   
1) Agus Maryono 
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2) Muh. Arif Septianto, S.E. 
3) Ira Urbayani, A.Md. 
4) Sri Lestari 
5) Ali Muchtar, S.E. 
6) Pramono 
7) Agus Narimo 
 
9. Security & OB : Sarwoto 
10. Divisi Baitul Maal : Fajarudin Al Basir, S.sos. 
4. Produk-produk KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
a. Simpanan7 
1) Simpanan Mandiri Sejahtera 
Simpanan ini seperti tabungan biasa, anggota dapat 
menyetor atau menarik tabungan kapan saja selama jam kerja. 
2) Simpanan pendidikan 
Simpanan pendidikan digunakan untuk keperluan 
pendidikan. Anggota hanya bisa menarik tabungan ketika 
membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan, misalnya : SPP, 
Uang gedung, bayar buku, dan lain sebagainya. 
3) Simpanan Idul Fitri. 
Simpanan ini termasuk simpanan yang berjangka pendek, 
karena setelah Idul Fitri usai, maka tabungan tersebut telah 
                                                             
7
 Brosur Produk Simpanan BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
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berakhir masanya. Dan tabungan ini hanya bisa ditarik untuk 
keperluan lebaran. 
4) Simpanan Qurban 
Seperti simpanan Idul Fitri, simpanan qurban akan berakhir 
ketika hari qurban telah usai. Simpanan ini hanya bisa diambil 
ketika idul adha dan hanya untuk keperluan membeli hewan 
qurban. 
5) Simpanan Haji/Umroh 
Masa simpanan Haji/Umroh juga sama seperti simpanan 
sebelumnya. Simpanan ini akan berakhir apabila anggota telah 
menunaikan haji/umroh. 
6) Simpanan Berjangka 
Simpanan berjangka adalah simpanan yang masanya 
tergantung pada permintaan anggota. Misalnya, anggota ingin 
menabung selama dua tahun. Maka, setelah dua tahun simpanan 
tersebut akan berakhir dan tabungan tersebut harus ditarik sampai 
saldo kosong ( kecuali simpanan pokok) 
b. Pembiayaan.8 
1)   Mudhara>bah 
Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang hendak 
berwirausaha atau ingin mengembangkan usahanya dengan pihak 
                                                             
8
 Brosur Produk Pembiayaan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
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BMT sebagai sa>hibul ma>l ( Pemilik modal ) dan anggota sebagai 
mudhorib ( pengelola dana ). 
2)  Musya>rakah 
Pembiayaan musya>rakah adalah bentuk kemitraan antara 
pihak BMT dan anggota dimana masing-masing menyumbangkan 
pada modal kemitraan dengan jumlah yang sama atau berbeda 
untuk mengembangkan suatu usaha. 
3)  Mura>bahah  
Mura>bahah adalah akad jual beli antara BMT sebagai 
penjual dan anggota sebagai pembeli yang mana terdapat 
transparansi antara kedua belah pihak mengenai harga yang akan 
disepakati. 
4)  Ija>rah 
 Ija>rahmerupakan akad sewa menyewa antara pihak BMT dan 
anggota. Akad ini hampir mirip dengan mura>bahah, hanya saja objek 
akad Ija>rahmerupakan jasa. 
5)  Rahn 
Rahnatau gadai adalah utang piutang dengan menyediakan 
barang sebagai obyek jaminan. 
6)  Hawalah  
Hawalah merupakan pertolongan dari pihak BMT yang 
mana pihak BMT menanggung/membayarkan piutang anggota 
kepada pihak/lembaga lain, kemudian anggota 
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mengangsur/membayar tagihan kepada pihak BMT ( pengalihan 
hutang ).
9
 
7)  Qard 
Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota 
tanpa ada biaya tambahan bagi anggota untuk melunasinya. 
Misalnya, anggota meminjam uang kepada pihak BMT sebesar Rp. 
1.000.000,00 ( Satu Juta rupiah ), maka anggota tersebut akan 
mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. Namun 
ada catatan dalam pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota 
yang benar-benar membutuhkan ( keadaan darurat ) seperti : 
pengobatan yang mendadak, musibah, dan lain sebagainya.
10
 
c.  Baitul Mall 
a. BMT Peduli, dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, meliputi 
santunan peduli dhuafa, peduli pendidikan, peduli syiar dan 
dakwah, peduli kesehatan dan tanggap bencana.
11
 
b. Pengembangan ekonomi produktif dan capacity building. 
c. Fundrising.  
 
                                                             
9
 Rohmad Arosid, Kabag  Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2019, Jam 
10.00-12.00. 
10
 Rohmad Arosid, Kabag  Pembiayaaan, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2019, Jam 
10.00-12.00. 
11
 Profil BMT Kube Colomadu Sejahtera 
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B. Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyara>kah di KSPPS BMT 
Kube ColomaduSejahtera.  
1. Akad Pembiayaan musyar>akahdi KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. 
Musyar>akahadalah akad yang dilakukan untuk melakukan kegiatan 
usaha bersama. Di mana kerjasama permodalan, kemudian 
keuntungan dibagi sesuai dengan presentasi modal yang telah di 
sepakati ketika akad kerjasama berlangsung. Atau bisa disebut bagi 
hasil sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad 
musyar>akah. Dalam hal ini anggota atau calon anggota sebagai 
peminjam dan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera Sebagai 
lembaga keuangan syariah dalam penyalur pinjaman.
12
 
Berikut skema Akad Musyar>akah di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera : 
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 Rohmad Arosid, Kabag  Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2019, Jam 
10.00-12.00. 
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Rukun-rukun akad pembiayaan musy>arakah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera : 
1. „Aqidain (Kedua belah pihak yang berserikat) 
2. Ma‟qud „alaih (barang yang menjadi obyek berserikat/modal) 
3. Sighat ijab kabul (ucapan serah terima) antara pihak bmt 
dengan anggota dan dilakukan secara tertulis.  
 Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan adalah sebagai 
berikut:
13
 
a. Menjadi anggota KSPPS BMT KCS. 
b. Mengisi formulir permohonan 
c. Melampirkan fotocopy KTP/SIM suami dan istri 
d. Melampirkan fotocopy KK 
e. Melampirkan fotocopy surat nikah 
f. Melampirkan jaminan (BPKB/STNK atau sertifikat Hak 
Milik) 
g. Bersedia disurvey. 
Untuk mendapatkan produk pembiayaan musy>arakah, setiap orang 
yang mengajukan pembiayaan di BMT KCS harus menjadi anggota 
terlebih dahulu. Syarat-syarat menjadi anggota, melampirkan 
fotocopy identitas (KTP/SIM), membayar simpanan pokok sebesar 
Rp. 10.000,00, setoran tabungan minimal Rp 5000,00.
14
 
                                                             
13
 Brosur Produk Pembiayaan BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
14
 Brosur KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
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2. Prosedur akad pembiayaan musy>arakah di KPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera. 
a. Pengajuan Pembiayaan. 
Pada tahap ini calon anggota datang langsung ke KSPPS 
BMT KCS untuk mengajukan permohonan pembiayaan 
musy>arakah. Permohonan disampaikan kepada Customer Service. 
Setelah itu calon anggota akan dihadapkan kepada staff bagian 
pembiayaan dan di beri beberapa pertanyaan, antara lain apa 
keperluanya, kerja dimana, akan melakukan usaha apa, kira-kira 
berapa modal usahanya dan lain sebagainya. Calon anggota harus 
menjelaskan secara terbuka, jujur dan sesuai fakta, misalnya 
untuk tambahan modal usaha.
15
 
Setelah calon anggota memberikan semua penjelasan, 
tahap berikutnya mengisi formulir menjadi anggota KSPPS BMT 
KCS dan formulir pembiayaan musy>arakah. Kemudian calon 
anggota melampirkan fotocopy KTP/SIM, data keuangan ( 
neraca, rugi/laba, dan lain sebagainya), surat-surat jaminan 
(sertifikat/BPKB/STNK), KK ( kartu keluarga ) atau surat nikah. 
Berkas-berkas tersebut disampaikan kepada dewan komite untuk 
ditindaklanjuti.
16
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 Wahyu Setyorini, Manager, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2019, Jam 13.00 – 
15.00.  
16
ibid 
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b. Pemeriksaan  
Setelah calon anggota melengkapi semua persyaratan. 
Pihak KSPPS BMT KCS melakukan survey. Adapun survey 
itu dilakukan untuk mengenali karakter anggota. Survey obyek 
jaminan mengenai keadaanya.  Juga mensurvey tempat usaha 
calon anggota. Selanjutnya melakukan pendataan terhadap 
anggunan serta kelayakan untuk usaha calon anggota.
17
 
Tidak ada kriteria khusus bagi calon anggota untuk 
mendapatkan pembiayaan musyarakah dari KSPPS BMT 
KCB. Yang terpenting adalah bisa di percaya, saling terbuka, 
dan jujur. Dengan modal itulah usaha menjadi berkah.
18
 
c. Putusan 
Setelah melakukan survey, tim surveyer menyampaikan 
data dan info-info yang telah dihasilkan kepada dewan komite. 
Kemudian data-data tersebut dimusyawarahkan sehingga 
menghasilkan sebuah keputusan apakah pengajuan calon 
anggota diterima atau ditolak. Setelah diterima maka anggota 
akan dipangil untuk melakukan akad.
19
 
Maka setelah itu pelaksanaan akad. Calon anggota dan 
staff bagian pembiayaan melakukan akad pembiayaan. Untuk 
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 Wahyu Setyorini, Manager, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2019, Jam 13.00 – 
15.00. 
18
Ibid 
19
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mengikat persetujuan serta untuk penentuan besaran bagi hasil. 
Dalam hal ini pula staaf pembiayaan menjelaskan kepada 
calon anggota tentang kententuan-ketentuan yang terdapat 
dalam akad pembiayaan.
20
 
 
3. Sistem bagi hasil 
    Bagi hasil merupakan kerjasama antara anggota dengan 
pihak BMT sebagai mitra kerja. Keuntungan usaha secara musy>arakah 
dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di  awal 
perjanjian. Di BMT KCS tidak mengunakan sistem bunga melainkan 
mengunakan sistem bagi hasil. Pembagian keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan antara BMT dengan anggota yang presentasi ditetapkan 
di awal perjanjian dan kerugian ditanggung bersama.
21
 
4. Hak dan Kewajiban 
a. Hak dan Kewajiban Nasabah  
1) Hak Nasabah 
a) Memperoleh modal dari BMT  
b) Berhak untuk memperoleh konsultasi dengan BMT 
mengenai kendala dalam suatu usahanya  
c) Berhak untuk mengelola usaha sesuai kespakatan 
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b. Kewajiban Nasabah 
1) Melaporkan laporan keuangan usahanya kepada BMT 
2) Menggunakan Modal Usaha sesuai dengan akad perjanjian 
3) Membayar bagi hasil yang telah disepakati 
c. Hak dan kewajiban BMT 
Hak BMT 
1) Memperoleh bagi hasil setiap bulannya dari nasabah  
2) Berhak melakukan pengawasan 
3) Berhak melihat laporan dari mitra kerja setiap bulannya 
d. Kewajiban BMT 
1) Memberikan proses legal 
2) Membantu kesulitan nasabah atas kesulitan usahanya 
3) Memberikan modal kepada nasabah (mitra kerja) yang 
telah disetujui pembiayaan.
22
 
5. Penerapan akadpembiayaan musy>arakahdi KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera. 
Anggota yang telah melakukan ijab dan qobul 
akadpembiayaanmusy>arakah secara tertulis, berhak mendapatkan 
modal usaha dari KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Kemudian 
bisa menjalankan kegiatan usaha sesuai yang di sepakati dari awal.
23
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Salah satu anggota KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
mendapatkan pembiayaan Musya>rakah untuk melakukan usaha home 
industri sablon sebesar Rp. 100.000.000,00. Dengan jangka waktu 10 bulan 
dan diangsur setiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah yang disepakati 
anggota dan pihak BMT adalah 70%:30%. 
Dengan angsuran Perbulan Rp 100.000.000,00 :10 = Rp10.000.000,00 
Bulan 1 
Keuntungan dari home industri sablon sebesar Rp 15.000.000,00 
Bagi hasil Untuk BMT yaitu 30% x Rp 15.000.000,00 = Rp4.500.000,00 
Jadi angsuran bulan 1 :  
Rp 10.000.00 dijumlah Rp 4.500.000,00 = Rp 14.600.000 
Jumlah pembiayaan shahibul mal x nisbah bagi hasil.
24
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 BAB IV 
ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP PEMBIAYAAN 
MUSYAR<AKAH DI BMT KSPPS KUBE COLOMADU SEJAHTERA.  
Berdasarkan hasil penelitian di BMT KSPPS Kube Colomadu 
Sejahtera dapat diketahui pembiayaan Musy>arakah, yang dapat di kaji 
mengunakan fatwa Dsn MUI dan buku-buku literasi. Maka untuk menganalisa 
hal-hal tersebut, peneliti mengunakan ukuran-ukuran sebagai berikut. 
1. Ketentuan Akad Pembiayaan Musya>rakah 
Sebagaimana telah dibahas pada bab II tentang fatwa dan bagaimana 
bagi hasil secara akad musya>rakah. Maka Dapat dilihat bahwasannya dengan 
adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah 
bersepakat demi menyamakan perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) disetiap masing-masing daerah. Supaya tidak ada 
perbedaan persepsi, pendapat dan fatwa yang dikeluarkan, sehingga fatwa 
Dewan Syariah Nasional dapat dijadikan rujukan untuk menjalani proses 
pembiayaan khususnya akad musya>rakah dimasing-masing daerah DPS. 
Pada Fatawa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
08/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad pembiayaan Musya>rakah garis besar 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Pernyataanijabdanqabulharusdinyatakanolehparapihakuntukmenunjuk
kankehendakmerekadalammengadakanKontrak (akad). 
b. Pihak-pihak yang berkontrakharuscakaphukum. 
c. Obyekakad (meliputi modal, kerja, keuntungandankerugian). 
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Pernyataan ijab dan qabul akad Musya>rakahdi BMT KSPPS Kube 
Colomadu  menerangkan tentang sebagai berikut: 
a. Siapa sebagai pihak I dan pihak II, 
b. Pengajuan pembiayaan modal Usaha, 
c. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak, 
d. Jaminan sebagai penguat amanah, 
e. Keterlambatan pembayaran,1 
f. Dan keterikatan kedua belah pihak dengan penandatanganan surat 
akad pembiayaan Musya>rakah. 
Dilihat dari syarat pembiayaan Musy>arakah pada BMT KSPPS Kube 
Colomadu Sejahtera telah terbebas dari riba. karena dalam penentuan nisbah 
telah dilakukan bersama-sama kedua belah pihak di mana akad atau perjanjian 
kedua belah pihak dalam melakukan pernyataan ijab dan qabul dilakukan pada 
saat awal perjanjian. Dalam melakukan perjanjian tersebut pihak BMT 
menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan 
musy>arakah di BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera serta dalam pembuatan 
akad dilakukan bersama-sama antara pihak BMT dengan nasabah. 
2. SistembagiHasilakadMusya>rakah 
Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 
hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Dari hasil wawancara 
yang dilakukan penulis di BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera, bagi hasil 
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yang dilakukan adalah Besaran pokok pinjaman akan dibagikan dengan 
beberapa kali angsuran, kemudian akan dikalikan dengan nisbah bagi hasil 
yang telah disepakati oleh kedua pihak, dari pihak anggota dengan pihak BMT 
KSPPS Kube Colomadu Sejahtera. Sehingga dapat menghasilkan besaran 
angsuran yang akan dibayarkan oleh pihak anggota sebagai pihak permohonan 
pembiayaan akadMusy>arakah di BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera. 
Sebagai contoh anggota BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera 
mendapatkan pembiayaan Musya>rakah untuk melakukan usaha home industri 
sablon sebesar Rp. 100.000.000,00. Dengan jangka waktu 10 bulan dan 
diangsur setiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah yang disepakati anggota dan 
pihak BMT adalah 70%:30%. 
Dengan angsuran Perbulan Rp 100.000.000,00 :10 = Rp 10.000.000,00 
Bulan 1 
Keuntungan dari home indusrri sablon sebesar Rp 15.000.000,00 
Bagi hasil Untuk BMT yaitu 30% x Rp 15.000.000,00= Rp 
4.500.000,00 
Jadi angsuran bulan 1 :  
Rp 10.000.00 dijumlah Rp 4.500.000,00 = Rp 14.600.000 
Jumlahpembiayaanshahibulmalxnisbahbagihasil 
Jangkawaktusetoran 
Maka dapat disimpulkan mekanisme bagi hasil akad Musya>rakahpada 
BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera telah sesuai dengan apa yang telah 
dijelaskan pada Bab II mengenai pembagian hasil pembiayaan 
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akadMusya>rakah. Dalam perhitungan bagihasil tersebut shohibul mal selaku 
anggota yang bermitra dengan BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera 
menyetorkan dana sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan.
2
 
 
3. Kesesuaian. 
Dalam pembiayaan musy>arakah di BMT KSPPS Kube Colomadu 
Sejahtera telah sesuai dengan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000: 
1) Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad pembiayaan 
musyarakah. Seperti pihak nasabah mendatangi BMT KSPPS Kube 
Colomadu Sejahtera dengan maksud untuk melakukan pembiayaan 
musy>arakah.  
2) Setiap mitra menyediakan modal masing-masing di mana pihak 
nasabah menyerahkan modal sesuai dengan kemampuannya.  
3) Modal yang digunakan berupa uang tunai. Modal yang digunakan di 
sini dari pihak nasabah adalah berupa uang tunai.  
4) Terdapat jaminan dalam pembiayaan Musy>arakah di BMT KSPPS 
KubeColomadu Sejahtera untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan. Jaminan yang digunakan nasabah untuk menghindari 
penyimpangan adalah BPKB/STNK atau sertifikat Hak Milik. 
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5) Pembiayaan Musy>arakah di BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera  
telah terbebas dari riba dikarenakan di BMT KSPPS Kube Colomadu 
Sejahtera dalam melakukan pembiayaan Musy>arakah menggunakan 
prinsip bagi hasil.  
6) Dalam pembiayaan Musy>arakah di BMT KSPPS Kube Colomadu 
Sejahtera akad atau perjanjian dilakukan secara tertulis, karena untuk 
menghindari adanya sifat lupa dari kedua belah pihak. Apabila 
terdapat suatu permasalahan yang terjadi oleh salah satu pihak maka 
perjanjian tertulis tersebut bisa dijadikan bukti. 
4. Hak dan kewajiban para pihak mitra. 
Dalam akad pembiayaan musy>arakahdi KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera terdapat hak dan kewajiban para pihak agar dapat 
agar tercapainya tujuan. Penerapan yang di lakukan di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera sesuai dengan prinsip syariah. Dimana pihak BMT 
dan nasabah patungan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Pihak 
BMT memberikan modal usaha apabila telah disepakati. Setelah 
memberikan modal usaha pihak BMT mempunyai Kewajiban untuk 
memantau dan memberi saran apabila terjadi kesulitan dalam melakukan 
kegiatan usaha tersebut.
3
 
Ada hak dari nasabah maupun dari pihak BMT. Pihak nasabah 
mempunyai hak untuk mendapatkan modal usaha sesuai perjanjian di 
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awal. Sedangkan BMT mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil 
sesuai dengan kesepakatan diawal. Selain itu pihak BMT juga memiliki 
hak untuk mengawasi nasabah.
4
 
5. Penerapan akad pembiayaan musy>arakah di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. 
Akad merupakan keterkaitan antau pertemuan ijab dan kabul‟ yang 
berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru.
5
Di kalangan ulama 
fiqh, akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari kedua 
keinginan dua belah pihak yang ada kecocokan.
6
 Sebagaimana mereka 
menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar dengan 
mengutarakan maksud keinginan walaupun sendirian. Akad terjadi antara 
dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan hak dan kewajiban atas 
masing-masing secara timbal balik.
7
 
Akad musy>arakah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan 
diri untuk bekerjasama, dimana masing-masing pihak untuk mempunyai 
hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.
8
Di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera telah sesuai dengan pendapat 
kalangan ulama fiqh. Ketika melaksanakan akad musy>arakah nasabah 
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dengan pihak BMT dilakukan dengan Ijab dan qobul. Hal ini dilakukan 
ketika awal perjanjian kedua belah pihak.
9
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan akad Musy>arakah di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera sebagai berikut:  
a. Dalam pernyataan ijab dan qobul dinyatakan oleh para pihak dengan 
menunjukkan kehendak mereka apabila ingin melaksanakan 
pembiayaan musy>arakah. 
b. Objeknya disebutkan modal yang harus diberikan adalah uang tunai, 
emas perak atau yang nilainya sama. 
c. KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera terdapat jaminan untuk 
menghindari suatu penyimpangan. Jaminan tersebut berupa : 
BPKB/STNK atau sertifikat Hak Milik 
d. Pembiayaan Musy>arakah di BMT KSPPS Kube Colomadu Sejahtera  
telah terbebas dari riba dikarenakan di BMT KSPPS Kube Colomadu 
Sejahtera dalam melakukan  pembiayaan Musy>arakah  menggunakan 
prinsip bagi hasil.  
e. Adanya hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh pihak BMT 
KSPPS Kube Colomadu Sejahtera dengan pihak nasabah. 
f. Penetapan bagi hasil/ nisbah di sepakati awal akad menggunakan 
presentase. 
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2. Penerapan akad pembiayaan musy>arakah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera, sudah sesuia dengan Fatwa DSN MUI 08/IV/2000 
Tentang Pembiayaan Musy>arakah Ketika melaksanakan akad 
musy>arakah nasabah dengan pihak BMT dilakukan dengan Ijab dan 
qobul. Hal ini dilakukan ketika awal perjanjian kedua belah pihak 
mensepakati nisbah bagi hasil di awal perjanjian. 
B. Saran 
1. Dalam silaturahmi dengan nasabah lebih di bangun lagi agar ada 
kedekataan kekeluargaan antara pihak BMT dengan Nasabah. Dengan 
begitu usaha yang dilaksanakan bersama mendapatkan lebih 
keberkahan. 
2. Meningkatkan pelayanan pada sektor pembiayaan musy>arakah agar 
para nasabah merasa puas ketika melakukan pembiayaan musy>arakah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
